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TEITTAIIG

TATA CARA PEIIY'ELEITGGANAAI{ RTXLITME DI KABUPATEIT SAUBAS

DTISGAIS RAIIMAT TI'IIAIT YAISG MAIIA ESA

BT'PATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan, pengahran, pengendalian dan
pengawasan terhadap penyelenggaradn reklame sebagai upaya

melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan
adanya pengahrran penyelenggaraan reklame di lfubupaten
Sambas;

b. batrwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a di atag, perlu menetapkan Perafirral Bupati
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten

Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tah:un 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara.n

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a2a7l;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7251;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2W9 tentang Lalu Lintas
Angtflrtart Jalan firmbaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 2009
Nomor 96, Tambatran fumbaran Negara Republik Ildonesia
Nomor 5O25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

2.

3.

4.

5.



6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Fajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia

Tahun 2OAg Nomor L3O, Tambahan kmbaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungart

dan Pengelolaan Linglmngan Hidup (Lembara Negara

Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor L4O, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia

Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah

dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tatrun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentasg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OOS tentang

Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 28 Tahun

2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 83, Tambahan fumbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5321;

1,O. Peraturan Pemerintatr Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655h

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahatr anta"ra Pemeriratah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

12. kraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 2t, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRTIM/2OO7
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

14. Peraturanr Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2O/PFfI/M/2OLO
tentang Pedoman Penempatan dan Penggunaan Bagian-Bagian

Jalan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2006 Nomor 7);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2O1O

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas

Tahun 2A11 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2OL3

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

sambas Nomor 8 Tahun 2O1O tentang Pajak Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2oL3 Nomor 2).

ME}fiTTU$I(AN:

Menetapkan : PER#rURAIS BIIPA?I TENTAI$B TATA CARA M
REI{I.AME DI KABT'PATEN SADIBAS.

BAB I
I{EITITTUAII I'ffiI'M

Pesal 1

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Sambas.

S. Satuan Kerja Peranglcat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

e";nggarain / pengg;ra,a barang.

6. Kecamatan adalatr wilayah kerja Camat sebagai peranglrat daerah Kabupaten.

T. Camat adatatr pimpinan wilayah Kecamatan sebagai pemnglrat daemh Kabupaten.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang benhrk dan corak

ragamnya dirancang unurk memperkenallen, mengarliurkar, r, mempnomosikan,

atau r,rnttrk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan,

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dinsakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari
pengajuan permohotaarl, pemberian rekomendasi, penerbitan izin,
pembinaan, dan penertiban.

lO. Izin Perqrelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut lzin Reklame adalah
wn yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk
menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu.

1 1. Perpanjangan lnn Reklame adalah perpanjangan masa berlaktrnya izin
sepanjang tidak merubah titik, bentuk dan ukuran.

12. Reklame Tetap adalatr reklame yang diselenggarakan dalam janska waktu lebih
dari 3 (tiga) bulan yang berbenhrk reklame papan merk, papan nama, billboard,
mini billboard, shopsign, bando, megatron, videotr,on, IED, neon box'



18. Reklame Tidak Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jan8ka waktu

paling lama g (tiga) bulan yang berbentuk baliho, banner, umbul-umbul,

spanduk, brosur, reklame kain, reklame plastik, reklame melekat, reklame

selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide,

reklame peragaan.

14. Reklame Komersial adalah reklame yang memberikan keunhrngan secara

ekonomis kepada penyelenggara reklame'

15. Reklame Layanan Masyarakat adalatr reklarne yang memberikan informasi

tentang suatu hal/program/kegiatan/himbauan yang ditujukan kepada

masyarakat umllm dan tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada

penyelenggara reklame.

16. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan

ruang udara sebagai satrr kesatrran wilayah Kabupaten Sambas.

12. Di dalarn prasarana Kota adalatr bagian ruang kota yang stattrs kepernililcannya

dikuasai oleh negara atau daerah dan penggr.maannya unhrk kepentingart

umum sesuai dengan peruntuklffin yang ditetapkan dalam rencana kota.

18. Di luar Prasarana Kota adalah bagran ruang kota yang status kepemilikannya
dikuasasi oleh perorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai

dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencalla kota.

19. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalart
jrang ditetapkan dalam rencana kota yaflg ditetapkan dalam rencana kota.

20. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis

yang tidak boleh dilampaui denah bangunan ke arah GS.I yang ditetapkan
dalam rencana kota.

21. Daerah MiUk Jalan adalah bagran ruang kota yang berada diantara dua garis

sempadan jalan.

22. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,
kedalaman dan tinggi tertentu.

23. Bahu Jalan adatatr batas antara pagar halaman dan trotoar dan/atau saluran.

24. Halaman adalah bagran ruang terbuka yang terdapat dalam persil.

25. Jalur Separator adalah bidang tanah yang terdapat diantara dua jalan
hrfungsi sebagai pembatas atau pemisah kedua ialan.

26. Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi dan/atau
bidang reklame didirikan / dttempatkan.

27.Biidarrg Reklame adalah bagtan atau seluruh sarana yang dimanfaatkan
penuh guna penyajian gambar atau kata dari pesan- pesan penyelenggara

reklame.

BAB II
MAIGUD DAIT TUJTIAIT

Pasaf 2

(1) Maksud diterbitkannya Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai
pedoman dalarn penyelenggaraan reklame yang tertib dan teraftrr.

(2) Tujuan diterbitkannya Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah untuk
menciptalcan ketertiban umum dan memberikan kepastian huktrm dalam
penyelenggaraan reklame.



BAB TTI

PEIVYELEilGGARA DAIT PEIYYELEISGGARAAIT RTI{I.AME

Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasel 3

penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan

dan mengurus reklame untuk dan atas nalmarnya sendiri, dan/atau bertindak

unttrk dan atas nama orang lain atau Badan lain.

Bagten Kedua
Peayelenggataan Reklame

Fasal 4

Bentuk dan jenis penyelenggaraan reklame terdiri dari :

a. Reklame papanlbillboardlmini bitlboardlshopsignlbando adalah reklame
yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari ka5ru, logam, fiber
glass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jamarr,

yang pemas€urgannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan

konstruksi tetap dan bersifat permanen.

b. Reklame megatron/videotronllED adalah reklame yang berbenhrk bidang,
dengan komponen elelrtronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel
pada bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat
perrnanen.

c. Reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan
terbuat dari kayu, logam, fiber glass/plastik dan bahan lain yang sejenis

sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan
konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

d. Reklame cahaya/neon box adalah reklame yang berbenttrk bidang, dengan
bahan plastik, Iiber gtrass/kaca, tabrrng latnprr, komponen elektronik, yaqg
pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangUnan, dengan
konstruksi tetap dan bersifat permanen.

e. Reklame kainlptastik adalatr reklame yang berbenhrk spanduk, umbul-umbul,
banner, rontek dengan bahan kain, plastik dan yang sejenis, yang
pemasangarutya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/diatas bangunan,
dengan konstruksi sementara dan bersifat semi perrnanen.

f. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan
kertas, plastik, cat dan logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan
dan bersifat semi perrnanen.

g. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan
kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara
ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

h. Reklame berjalan adalah reklame yang berbenhrk bidang dengan bahan
terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastik dan bahan lain yang
sejenis, sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan
yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

i. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertenhr dengan bahan plastik,
kain, kertas dan sejenisnya, sesuai perkembangan jaman yang



pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dirakitlcan

pada pesawat udara, dan bersifat semi perrnanen'

j. Reklarne suara adalah reklame jrang berbentuk penyiaran atau ucapan

dengan alat audio elektronik yang bersifat semi perrnanen.

k. Reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan' dengan

bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau

gedung pertunjukan, t.it di dalam ruangan maupun diluar ruangan dan

bersifat semi Perrnanen.

1. Reklame peragaan adalah reklame yang berbenhrk pertunjukan dengan

bahan tertentu yang penyelenggaraannlra dengan dibasrra/dipragakan atau

dikenakan dan bersifat semi perrnanen'

BAB IV
PEI{EMPATAIT RIIil"AME DAN AI,AT PERAGA REIILAItrE

Bagiaa Kesatu
PenemPatan Reklnme

Pesat 5

(1) Penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah ditempatlcan pada :

a. Dalam Prasarana Kota; dan/atau

b. Diluar Prasarana Kota.

(Zl penyelenggaraan reklame pada kantor=kantor Pemerintahan hanya

diperkenankan bila memuat nama Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, dan

reklame penyuluhan atau program atau kegiatan atau pesan-pesan

Pemerintah kepada masYarakat.

(g) penempatan reklame dalam prasarana kota diperkenankan pada tempat

sebagai berikut :

a. Bahu jalan;

b. Tempat Perhentian bis fralte);
c. Jembatan, jembatan penyeberangan;

d. Tepi saluran atau kali;
e. Halaman atau Persil;
f. Bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan;

g. Menempel/ menggantung/ diatas bangun an; dan / atau

h. Sarana angkutan darat, laut dan udara.

(4) Penempatan reklame diluar prasarana kota diperkenankan pada tempat
sebagai berikut:
a. Sepanjang jalan milik perseorangan atau Badan;

b. Halaman atau tanah milik perseorangan atau Badan;

c. Menempellmengganarng pada bangunan milik perseorangan atau Badan;

d. Diatas bangunan milik perseorangan atau Badan; dal/atau
e. Anglnrtan darat, laut dan udara rrilik perseorangan atau Badan.

(5) Penempatan reklame pada bahu jalan memenuhi persyaratan :

a. Pemas€Lngannya hanrs sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan

kondisi lingkungan;
b. Pemasang€n kaki konstruksi harus berada diatas tanah diluar trotoar

dengan jarak kaki konstruksi minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;



::

c. Ketinggian terbawah dari bidang reklame minimal 3 (tiga) meter diukur dari

tiang dasar reklame; dan

d. Fenempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 2O (dua puluh)

meter dari persimpangan garis as jalan.

(6) penempatan reklame pada tempat perhentian bis (halte) diperkenankan

dipasang pada bagran dalam halte.

(71 Penempatan reklame pada jembatan dan/atau jembatan penyeberangan

harus memenuhi PersYaratan :

a. Harus disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan dan/atau
jembatan PenYeberangan; dan

b. Tidak memsak konstruksi jembatan dan/atau jembatan penyeberangan.

tS) penempatan reklau1.e pada tepi saluran atau kali harus memenuhi persyaratan ;

a. penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi

dan pekerjaan pemeliharaan saluran atau kali tersebut; dan

b. penempatan kaki konstmksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter

dari tepi saluran atau kali-

(9) penempatan reklame dalam parasarana kota dilarang ditempatkan pada :

a. Jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan meredian jalan, kecuali dalam

benttrk orrlamen Daeratr dan telah mendapat persehrjuan Bupati;

b. Tiang n€rma jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang listrik,
tiang telepon dan Pohon;

c. Melintang di saluran atau kali;

d. Kaki korrstrrrkei qresuk ke dal,em saluran atau kali; da$/atau

e. Mengganggu pohon pelindung kota.

(lOJ Penempatan reklame di sepanjang jalan milik p€rseorangan atau Badan

diperkenankan apabila :

a. Tidak mengganggu dan memsak lingkungan di sekitarnya; dan

b. Mendapat persetqiuan terttrlis dari pemilik atau penanggungiawab jalan
tersebut.

(1L) Penempatan reklame pada halaman atau tanah milik perseorangan atau
Badan diperkenankan apabila :

a. Desain neklame diseeuaikan atau serasi dengan arsitektur bangunan dan
lingkungan di sekitarnya;

b. Peletakkannye dilakukan secara leflas 4tau dikelompokkan dalem bentuk
panggung reklame;

c. Tidak menutupi bangunan yang berada di sekitarnya; dan

d. Apabila menggunakan halaman atau tanah milik orang lain maka harus
dengan persetujuan dari pemilik halaman atau tanah.

(12) Penempatan reklame yang menempel/mengganhrng/diatas bangunan milik
perseorangan atau Badan diperkenankan apabila :

a. Serasi dan seimbang serta menrpakan satu kesahran dengan hnttrk
desain dan perencanaan serta tidak mengganggu arsitektllr bangunan;

b. Hanrs dipasang pada ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari
kaki reklame;

c. Logo, nama gedung/kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar; dan



d. Apabila menggunakan bangunan mitik orang lain maka harus dengan

persetujuan dari pemilik bangunan'

(13) Penempatan reklame diatas bangunan milik perseorangan atau Badan

diperkenankan aPabila :

a. Bangunan memiliki benttrk atap mendatar;

b. L€tak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan

bangunan secara keseluruhan;

c. Bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus

dituhrp dan benttrknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan; dart

d. Apabila menggunakan bangunan milik orang lain maka harus dengan

persehrjuan dari pemilik bangunan'

(14) penempata.n reklame pada angkrtan darat dapat diletakkan aurttara lain pada :

a. Kendaraan bermotor milik pribadi atau Badan;

b. Kendaraan bermotor umum seperti bus kota, oplet dan sejenisnya;

c. Sepeda motor; dan/atau
d. Kendaraan tidak bermotor.

(1S) penempatan reklame pada angkutan air dapat diletakkan antara lain pada :

a. Kapal laut, kaPal tunda, tongkang;

b. Perahu/samPan;

c. Sepeda air, sPeed boa$ dan/atau

d. Atat-alat rekreasi di air.

(16) Penempatan reklame pada angkutan udara dapat ditetakkan antara Lain pada :

a. Pesawat udara;

b. Balon udara; dan/atau

c. Peragaan di udara.

(17) Penempatan reklame di dalam prasarana dan di luar prasarana kota harus
memenuhi persyaratan :

a. fidak mengErngu keamanan dan ketertiban trnnrm, tidak menganggu lalu
lintas umum, baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;

b. Tidak mengganggu/menrsak keindahan, kebersitran dan kesehatan ling!<ungan;

c. Isi/materi/pesan yang tercantum dalam reklame tidak menyimpang dari
norrna sosial budaya dan keagamaan;

d. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan sopan;

e. Harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota, tidak mengganggu
fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota, serta mengganggu
pemeliharaannya;

f. Konstruksi reklame han s dapat dipertanggungiawabkan menurut
persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;

g. Instalasi listrik dan lainrrya yarrg dipasang pada reklame hanrs rnemenuhi
persyaratan teknis dan tidak membatrayakan keamanan masyarakat;

h. Penempatan reklame yang banr pada lokasi yang telah ada reklame
sebelumnya harus mengilnrti benhrk konstruksi reklame yang telah ada;

i. Kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan
reklame meqiadi tanggungiawab penyelenggara reklame;



d. Cara penyajian reklame dapat berupa :

1. Bersinar adalah jenis reklame yang penyajianrrya memancarkan sinar;

2. Disinari adalah jenis reklame yang penyajian pesannya dibantu alat

penyinaran (larnpu) yang menyinari bidang reklame;

3. Tidak bersinar adalatr jenis reklame yang bidang reklamenya tidak

menggunakan lampu sebagai alat bantu penyajian;

4. Statis adalah reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame

maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;

S. Bergerak adalah jenis reklame )rang dalarn penyajian materi pesElnllya

disampaikan dengan menggunakan sistem yang memberikan kesan

bergeqak;

6. Bersuara adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat

pengeras suara.

e. penggunaan alat pengeras suara sebagaimana dimaksud angka 6 hanrs

dalam batas kew4iaran yang sifatnya tidak merusak alat pendengaran dan

tidak mengganggu ketertiban umum-

BAB V
IUTfr PEIYYELENGGANAAN REXLTUE

ksat 7

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Daerah wajib memperoleh

izin reklame dari BuPati.

(2) UnA* penyelenggaraan reklame tetap, baik reklame komersial/reklame
layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan

wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari SKPD yang menangani

bidarrg pelayanan perizinan'

(3) Untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap dengan masa pemasangan paling

lataa 7 {tqiuh) had balk reklame kopersial lrel<lame ]ayarraa masyarakat
yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau Badan, sebelum melakukan
pemasangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Camat.

(4) Untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap dengan masa pemasangan lebih

dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan berupa reklame
komersial/reklame layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh orang
pribadi atau Badan, sebelum melakukan pemasangan wajib memperoleh
persetqiuan tertulis dari Camat.

(5) Khusus untuk penyelenggaraan reklame baik atas nama pribadi dan/atau
atas nama partai politik yang berkaitan dengan kegiatan p.emilihaa umum
diatur tersendiri sesuai peraturan yang berlaku tentang penyelenggarelan

pemilihan umum.



BAB VI

PROSEDUR PEITERBITAN ZIIT PEITYELEI{GGARAAIT RTI(LAUE
Bagtaa Kesatu
Roklame TetaP

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh izin reklame tetap, setiap penyelenggara reklame wajib

mengajukan permohonan pemasangan reklame kepada Bupati melalui SKP'D

yang menangani bidang pelayanan perizinan'

€) perqlqtr"a{}e$ rziq sebagais,lq$a dimeksrrd ayat (1} dilengkapi d*gan syarat-

syarat sebagai berilnrt :

a. Yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box,

megatron, videotror., lpn yang menggunakan konstruksi khusus berupa

tiang/rangka b4ia/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan

ukuran kurang dari 4x6 M, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh

penyelen ggare- reklame atau kuasanya;

2. Fotocopy identitas diri pemohon (IffP/SIM/Paspor);

3. Gambar/sket lokasi yang dimohon;

4. Gambar desain rencana media reklame;

5. Judul/isi reklame;

6. Rekomendasi CamaU

T. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon

bermaterai cukuP;

8. Surat peryyatsa4 tidak keberataa dari peqitlk lahap; dan

9. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Paiak Reklame untuk reklame

komersial.

b. yang berbenhrk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box,

megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa

ttgdrrg/rarrgll<a baja/besi,/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan

uktrran 4x6 M atau lebih dan bando, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh

penyelenggara reklame atau kuasanya;

2. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);

3. Gambarlsket lokasi yang dimohon;

4. Gambar desain rencana media reklame;

5. Judul/isi reklame;

6. Rekomendasi Camat;

7. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon

bermaterai culnrP;

8. Surat prnyataan tidak kekratan dari pmilik lahan;

9. Fotocopylzin Mendirikan Bangunan; dan

1O. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pqiak Reklame untuk reklame
komersial.



(3) Permohonan izin untuk reklame yang berbentuk papan merk, papan nama

dan reklame yang menempel pada bangunan pemiliknya dan sejenisnya,

terdiri dari :

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau

lnrasanYa;

2. Fotocopy KTPISIM Pemohon;

3. Judul/isi reklame; dan

4. Terrbgsan Sgrat Ketetapn F4iak Daeratr kdak Reldame untr.rk reklame komersial.

Pasal 9

(1) permohonan perpa4iangan izin dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. yang berbentuk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box,

megatron, videotron, LED yang menggunakan konstruksi khusus berupa

tianglrangka bajalbesif stainless, aluminium dan sejenisnya dengan

ulmran kurang dan 4x6 m, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh

penyelenggara reklame;

2. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon

bermaterai cukuP;

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;

4. Rekomendasi Camat;

5. Fotocopy izin reklame sebelumnya; dan

6. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah P4iak Reklame untuk reklame
komersial.

b. Yang berbenhrk papan, billboard, mini billboard, shopsign, neon box,

megatron, videotron, LED yang menggunakan konstnrksi khusus berupa
tiang/rangka bqia/besi/stainless, aluminium dan sejenisnya dengan

ukuran 4x6 M atau lebih dan bando, terdiri dari :

1. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh
penyelenggara reklame.

2. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemohon
bermaterai cukup;

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan';

4. Rekomendasi Camat;

5. Fotocopy izlm reklame sebelumnya; dan

6. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pqiak Reklame untuk reklame
komersial.

{2} Permohonan perpanjangan izin untuk reklame yang berbentuk papan merk,
papan nama dan reklame yang menempel pada bangunan pemililooya dan
sejenisnya, terdiri dari :

a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara
reklame atau kuasanya;

b. Fotocopy izin reklame sebelumnya; dan

c. Tembusan Surat Ketetapan Peiak Daerah Pajak Reklame untuk reklame
kornersial.



(1)

(21

Bagi,an Kedua
Reklene Ttdak TetaP

FaEEI 1(l

Unhrk reklame tidak tetap dengan masa pemasarlgan paling lama 7 (tujuh)

hari, penyelenggara reklame wajib menyampaikan laporan tertulis kepada

Camat dengal format sebagaimana tercanhrm pada Lampiran I Peraturan ini.
permohon€m persetujuan tertulis untuk reklame tidak tetap dengan masa

pemasangan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan ditujukan
kepada Camat dengan syarat sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara

reklame atau kuasanYa;

b. Fotocopy identitas diri pemohon (IffPlslMlPaspor);
c. Sket lokasi dan isi reklame yang dimohon;

d. Sgrat pernyataan kesangggparr yang ditandatangani oleh pemohon

bermaterai cukup; dan

e. Tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame unhrk reklame
komersial.

Bagian Ketiga
Reklame LaYanaa MasYarakat

Pasal 11

Unhrk reklame layanan masyarakat yang tidak tetap, penyelenggara reklame
wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat yang menerangkan
mengenai lokasi pemasangan, isi reklame dan jenis reklame yang akan
dipasang.

Untuk reklame layanan masyarakat tetap, permohonan pemasangan reklame
dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh penyelenggara
reklame atau kuasanya;

b. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor);

c. Gambar/sket lokasi yang dimohon;

d. Gamba.r deeairr rencana media reklame;

e. Judul/isi reklame;
f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan lbang:ortan; dan

g. Fotocopy Izin Mendirilcan Bangunan untuk media reklame dengan ukuran
4x6 M atau lebih dan bando.

ksal 12

Contoh benhrk surat permohosan iirn reklame, surat pernyataan kesanggupan,
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan/bangunan, rekomendasi
Camat dan persehrjuan tertulis Camat sebagaimana tercanfirm pada l.ampiran II,
Lmpiran III, Lampiran IV, Lampisan V elan l.ampiran VI Peraturan &rpati ini.

(1)

(21



EAB WI
PEilENBITAIT IZIil RTI{I./TME

nasal 1g

(1) Izin reklame diterbitkan pating lama 7 (tqiuh) hari kerja sejak tanggal

permohonan diterima, dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Permohonan perpaqian gsurr izln reklame dilakukan palins lambat 14 (empat

belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin'

Pasal 14

perseturjuan tertr:lis Camat dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal permohonan diterima, dinyatakan lengkap dan benar.

BAB YIII
JAITGKA UIAKTU IZIX REIII"AME

Pssel tE

(1) Izin penyelenggaraan reklame yang bersifat tetap berlaku untuk jangka wakhr
paling lama I (satu) tahun.

(2) Perseh{uan tertulis untuk reklame yang bersifat tidak tetap berlaku unhrk
jaagka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX
PEITGAWASAN DAIV PEI{ERfIBAIS PTIYY'ELEITGGARAAIT REIII.AME

Bqlaa Kesatu
Peagawasan

ksal 16

Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD terkait
sesuai dengan hrgas dan kewenangannya,

Pasal 1?

(1) Dalam rang!<a pengawasan, penyelenggaraan reklame wajib mencantumkan
nomor dan masa berlaku inn pada media reklame.

(2) Pengarrasan sebagaimana dimaksud pada ayat. (U dilakukan oleh SKPD

terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Penertlban
ksal 18

Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Sattran Polisi
Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD terkait, terhadap :

1. Reklame yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Reklame yang terpasang tanpa izin. '

3. Reklame yang terpasang dengan izin yang sudah habis masa berlakunya.

4. Reklame yang terpasang tidak terawat.



5. Reklame yang terpasang tidak sesuai dengan inn yang diberikan' yang

meliputi :

a. Tifik/ lokasi reklame;

b. Konstruksi reklame;

c. Ul'<ura$ reklame;

d. Bentuk reklame; dan/atau

e. Materilisi reklame.

Pasal 19

(1) Penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 18

dapat dilaksanakan dalam benhrk pembongkaran cover/vinillgambar,
penyegelan dan/ atau pembongkaran media reklame'

(2) Prosedur penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai

berikut:
a. Terhadap penyelenggaraan reklame yang menyalahi ketenhran

sebagaim*n* ai*rt sud pada Pasal 18, SKPD yang menangani pelayanan

pe.;;zinan memberikan surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2 dan

surat peringatan ke-3, dengan jangka waktr.r masing-masing surat

peringatan selama 3 (tiga) hari dengan tembusan disampaikan kepada

Kepala Satuan Polisi Pamong Praia;

b. Khusus untrlk reklame yang bersifat tidak tetap yang penyelenggaraannya

lebih dgrri Z {tujuh} hari sampai dengan S (tiga} bulan hanya diberikan

surat peringatan I (satu) kali; dan

c. Apabila penyelenggara reklame tidak mengindahkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Satuan
polisi pamong Preia berkoordinasi dengan SKPD terkait melakukan
tindakan pembongkaran.

(B) Dalam hal penyelenggara reklame tidak mengurus izan atau tidak
memperpanjang izan penyelenggaraan reklame yang telah habis masa

berlakgnya dan/atau melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan izin
yang diberikan, maka SKPD yang menangani bidang pelayanan perizinan

dapat melakukan tindakan penyegelan-

(4) Terhadap reklame yang telah disegel, penyelenggara reklame masih diberikan
kesempatal untuk menindaklanjuti sesuai ketentrran yang ada paling lama
7 (tujuh) hari sejak penyegelan, atau penyelenggara reklame melakukan
pembongkaran sendiri.

(5) Apabila penyelenggara reklame tetap tidak mengindahkan ketenhran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD yang menangani bidang
pelayanan perizinan menerbitkan Surat Perintah Pembongtr<aran atas nama
Bupati kepada penyelenggara reklame dengan tembusan kepada Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja.

(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Perintah
Pembongkaran diterima, penyelenggara reklame tidak melakukan tindakan
pembongkaran maka selunrh kelengkapan reklame tersebut akan menjadi
asset Pemerintah Kabupaten Sambas.



,]

BA3 X
I(ETENTUAI{ PERALIIIAN

ksaf 3(}

seluruh penyelenggaraan reklame yang terpasang berdasarkan Peraturan Bupati

Sambas Nomor S9 f"hrr, 2}rc ientang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

di Kabupaten sambas dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa

berlaku izin reHame.

BAB XI
I(BTEITTT'AIT PEI$Ufi'P

Pesat 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati sambas

Nomor 39 Tahun gOiS tentang Tata Cara Penyelenggaraal Reklame di Kabupaten

sambas (Berita Daerah Kabupaten sambas Tahun 2013 Nomor 415) dicabut dart

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlakg pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas'

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

BI'PATI GAffiBAS,

TTD

JI}LIARTI I}IUITAnI'I ALIM

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2O15

SEITRETARIS DATRAII KABI'PATEIT SAUBAS

TTD

JATIIAT ATAI}OL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALA BAGIAN HUKTII}I

DAN

MARIANIS
Pembina (IV/a)

NrP. 19640t12 200003 1 003



CONTOH BENTT,K LAPIORAI{ TERTT,LIS

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 51 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TEN?ANG TATA CARA PET{YELENGGARAAN
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

Kepada

Yth. CAMAT

di

akan melakukan

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal Pemasanqan Reklame

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawatr ini :

Nama
Pekerjaan
Alamat Rumah / Te1P.
NPWPD
Nama Perusatraan
Jenis Usaha
Alamat Tempat Usaha

Bentuk Reklame
Judul I Isi Reklame
Jumlah
Lokasi Pemasangan
Ukuran
Konstruksi
Jangka Waktu

Demikian laporan
mestinya.

Dengan ini laporkan kepada Bapak bahwa kami
pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut :

ini kami sampaikan sebagai bahan sebagaimana

Salinan Sesuai Dengan AslinYa

KEPALI\ BAGIAN HUKUM
DAN PERUITDAITG.UITDANGAN

Hormat kami,

ftd

( . . . .. ,. .. . .. . .. .. . .. . -- )

BI'PATI TTAUBAS

TTD

JT'IJARH N'T'EARI}I ALIM

NIP. 19640112 200003 I 003



I.AMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 51 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TENTANG TATA CARA PEII{YELENGGARAAN
REKT,AME DI KABUPATEN SAMBAS

COTT'OH BEfiTTtK SI,RAT PENMOIIOITAII IZ[g REML/TUT

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal Permohonan Izin Reklame

, .............

Kepada

Yth. Bupati Sa:nbas
Cq. Kepala BPMPPT l{ab. Sambas/

Camat
di-

Sambas

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawatr ini :

Nama
Pekerjaan
Alamat Rumah / TelP.
NPWPD
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat Tempat Usaha

Mengajukan permohonan izin reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reklame
Judul / Isi Reklame
Jumlah
Lokasi Pemasangan
Ukuran
Konstruksi
Jangka Wakttl
Jenis Pemasangan Pemasangan Baru / Perpanjangan Izin

Sebagai kelengkapan permohonan kami lampirkan :a. .........r)b. ......... rl
{* : sesuai persyaratan yang ditetapkan)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami bersedia memenuhi
semua ketenhran yang berlaku berikut serta pengenaan sanksi sebagai
pertanggungiawaban.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

I(EPALI\ BAGIAIT HUKT'M
DAT{

MARIAITIS
ina (IV/a)

Hormat kami,

Trd

( ..................... )

BI'PATI SAMBAS

TTD

JI'LIARTI DJI'HART}I ALIM

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TENTANG TATA CARA PEI{YELENGGARAAN
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

CONTOH BENTIIK ST'RAT PERITYATAAI{ XTSIIIIGGI'PAIT

SI'RAT PTRIYYATAAN KESAI{GGI'PAT{

Nama :

Pekerjaan :

Alamat TemPat Tinggal :

Nama Perusahaan / Badan Usatra :

Dengan ini merryatakan bahwa kami atas nama diri sendiri / atas nama perusatraan :

1. Menyatakan sanggup mengganti rugi kepada pihak manapun yang menjadi korban

sebagai akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari bahan media reklame ini.

Z. Menyatakan sanggup membongt<ar dengan biaya sendiri dan tidak akan ada ganti

rugi apabila lokasi yang digunakan untuk pemasangaxr reklame ini diperlukan oleh

Pemerintatr Daerah.

A. Menyatakan sanggup membongkar bahan media reklame apabila masa izitr,*

reklame telatr berakhir.

Demikial surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dar}

dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan untuk
selar{utnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pemyataan

f M"t"*t I rtd
I c"top 

I

BITPASI SAIIBAS

TTD

JI'LIARTI D'TIHARDI ALIPI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAIT HUI(IIM
DAN

MARIANIS
Pembina (IVla)

NrP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 51 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TENTANG TATA CARA PEI.iYELENGGARAAN
REKTAME DI KABUPATEN SAMBAS

OO}flIOH BEI{TT,K ST'RAT PERI{YIATAAI{ TIDAK ITEtsERATAN DAru PEMIIIK LTIITAil

SIIRAT PERITYATAAN

TIDAK I(EBERATAIT DARI PEMILIK I,AIIAN

Saya yaxlg bertandatangan dibawa?r ini
Nasra
Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agarrra

Pekerjaart

Alasrat

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,

serta tanpa tekasan atau paksaan dari pihak manapun juga bahwa:

1. Saya tidak berkeberatan latran mitik saya dimanfaatkan/digunakan sebagai

sarana pemasangan media reklame oleh ........

Z. Batas uralrnr pemanfaatan/penggunaan latran milik saya ini adalah selama

(.........) tahun.

3. Apabila terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkarr terhadap reklame yang

terdapat pada lahan saya ini sepenuhnya mer{adi tanggrrngiawab pihak yang

memasang reklame.

4. Batas walrtg pemasangan reklame yang saya setrrjui pada lahan milik pribadi saya

ini selama (........................-) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergUnakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKT'M
DAN

MARIANIS

BI'PATI SAUBAS

TTD

JI'LIARTI IUUIIARDI ALIII
ina (IV/a)

flvl-"t"."i I
| "*"0 |

Ttd

NrP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 51 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TENTANG TATA CARA PEI{YELENGGARAAN
REKLAME DI KABUPATEN SAMBAS

COI{TOTI BEI{TIIK REKOMEIIDASI CAMAT

PEME,RIITTAII KABT'PATE$ SAMBAS

KECAMATAI{

RtKOilEIspA$r
Nomor:

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

Nama
Pekerjaart
Alamat Rumatr / TelP.
NP\MPD

Nama Perusahaan
Jenis Usatra
Alamat Tempat Usaha

Dengan memperhatikan persyaratan yang disampaikan dan berdasarkan hasil
p"nil"i"1 lapangan terhadap titik lokasi rencana pemasangan reklame, maka dengan

ini kami memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk dapat

memasang reklame dengan rincian sebagai berikut :

Bentuk Reldame
Judul / Isi Reklame
Jumlah
Lokasi Pemasangan
Ukuran
Konstruksi
Jangka Waktu

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada pemohon untuk digunakan sehagai

batran sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Tanggal

CAMAT

CaplTtd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAIY HUKT'M
DAN BI'PATI SAMBAS

TTD

JI'LIARTI D'I'IIARDI ALtrII

NrP. 19640112 200003 1 003
(IV/a)



IAMPIRAN VI PERATURAN BUPAfi SAMBAS
NOMOR Sl TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
TEN?ANG TATA CARA PEI.TYELENGGARAAN
REKI.,AME DI KABUPATEN SAMBAS

COITTOH BEITfiTK PERSE'IIIdUIIII PETTASAITGAIS NEf,LIITE

PEMERIT{TAII KAAIIPATET{ SATIBAS

KECAMATAN

PTRSIETUJUAIT PEilIASAIIGAIT REITLITUT

Membaca dan memperhatikan permohonan Saudara :

Nama
Pekerjaart
Alamat Rumah / TelP.

NP1MPD

Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat Tempat Usatra

Dengan memperhatikan persyaratan yang disampaikan dan berdasarkan hasil

penilaian lapangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan untuk
pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut :

Benhrk Reklame
Judul / Isi Reklame
Jumlah
Lokasi Pemasangan
Ukuran
Konstruksi
Jangka Waktu

Demikian persehrjueur ini diberikan kepada pemohon untuk digunakan sebagai bahan

sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Tanggal

CAMAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Cap/Ttd

KEPALA HUKTru
DAIT

MARIANIS
Pembina (IV/a)
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BMATI SAIilBAS

TTT)

JTILIARH IT'UUARI}I ALIII


